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BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.26, 2021 POLRI. Kepolisian Resor Kepolisian Sektor. ORTA.

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa wuntuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
tanggung jawab telah dilakukan penyusunan organisasi
dan tata kerja Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor
sebagaimana amanat Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan
Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor
dan Kepolisian Sektor sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat

Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
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Mengingat

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA
TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah
pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara
fungsi kepolisian.

Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah
pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi
yang berada di bawah Kapolri.

Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah

pimpinan Polri di daerah provinsi dan bertanggung jawab
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kepada Kapolri.

Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah
unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polda
yang berada di bawah Kapolda.

Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah
pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan
bertanggung jawab kepada Kapolda.

Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah
unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres
yang berada di bawah Kapolres.

Kepala Polsek yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah
pimpinan Polri di daerah Kecamatan dan bertanggung
jawab kepada Kapolres.

Kepolisian  Subsektor yang  selanjutnya  disebut
Polsubsektor adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan
di wilayah tertentu pada tingkat Polsek yang berada di
bawah Kapolsek.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan kepolisian ini meliputi:

a.
b.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polres; dan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polsek.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEPOLISIAN RESOR

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polres

Pasal 3
Polres berkedudukan di kabupaten/kota/kawasan
tertentu.
Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. tipe A yaitu Polres Kota Besar;
b. tipe B yaitu Polres Metropolitan;
c. tipe C yaitu Polres Kota; dan
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d. tipe D yaitu Polres.

Pasal 4

Polres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertugas

melaksanakan:

a.

tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat; dan

tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4, Polres menyelenggarakan fungsi:

a.

pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/ pengaduan,
pemberian bantuan dan = pertolongan termasuk
pengamanan  kegiatan masyarakat dan instansi
pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta
pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan
guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi
identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan
dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan,
koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil;

pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan
pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan
swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus
dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta
pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat;

pelaksanaan fungsi Samapta Kepolisian, meliputi

kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli
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serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah,
termasuk penindakan tindak pidana ringan,
pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan
pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan
pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu
lintas, termasuk  penindakan  pelanggaran dan
penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan
identifikasi kendaraan  bermotor dalam  rangka
penegakan hukum dan  pembinaan keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara,
meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama
terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan
penyelamatan  kecelakaan di  wilayah  perairan,
pembinaan masyarakat perairan dalam = rangka
pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di
wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara;
dan

pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6
Polres dipimpin oleh Kapolres.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapolres
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh
Wakapolres.
Susunan organisasi Polres terdiri atas:
a. Seksi Pengawasan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi
Pengawasan;
b. Seksi Profesi dan Pengamanan, yang dipimpin oleh
Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan;
c. Bagian Operasi, yang dipimpin oleh Kepala Bagian

Operasi;



